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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparatur Sipil
Negara, serta dampaknya terhadap tingkat kehadiran PNS di Sekretariat DPRD Kota
Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris
dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen,
wawancara, dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan kedua regulasi tersebut secara yuridis memberikan kerangka hukum yang
jelas dalam pembinaan disiplin ASN dan pengelolaan kehadiran pegawai.
Implementasi aturan ini berdampak positif terhadap peningkatan disiplin, penurunan
tingkat pelanggaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pe gawai.
Namun, terdapat kendala berupa lemahnya pengawasan, keterbatasan pemahaman
regulasi, dan adaptasi terhadap sistem kehadiran berbasis teknologi. Diperlukan
penguatan sistem monitoring, pelatihan berkelanjutan, serta konsistensi penerapan
sanksi agar efektivitas regulasi semakin optimal dalam meningkatkan kehadiran dan
kinerja PNS.

Kata Kunci: Disiplin PNS, Kehadiran, PP 94/2021, Perwal 106/2023, Sekretariat DPRD,
Kota Tangerang

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021
concerning Civil Servant Discipline and Tangerang Mayor Regulation Number 106 of 2023
concerning Civil Servant Income Allowances and their impact on attendance levels of civil
servants at the Secretariat of the Tangerang City Regional House of Representatives. Using a
normative juridical and empirical approach with a qualitative descriptive method, data were
collected through document studies, interviews, and field observations. The findings reveal that
both regulations have provided a comprehensive legal framework to improve discipline and
attendance management among civil servants. The implementation has positively influenced
attendance consistency, reduced disciplinary violations, and enhanced accountability in human
resource management. However, issues such as weak supervision, limited understanding of the
rules, and adaptation to new attendance systems remain challenges. Strengthening monitoring
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mechanisms, consistent enforcement, and continuous training are essential to ensure
sustainable effectiveness of these regulations in improving civil servant performance and public
service quality.

Keywords: Civil Servant Discipline, Attendance, Government Regulation 94/2021, Mayor
Regqulation 106/2023, DPRD Secretariat, Tangerang City.

A. Pendahuluan
Latar Belakang

Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Kota Tangerang memiliki
peran vital dalam mendukung kelancaran fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran
DPRD. PNS yang hadir secara konsisten memastikan kelancaran pelayanan administratif
dan teknis, sekaligus mencerminkan profesionalitas birokrasi daerah. Namun, data tahun
2020 menunjukkan tingkat kehadiran yang fluktuatif, dengan rata-rata hanya 63%, serta
pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang meningkat akibat pelanggaran
disiplin.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan PP Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan PP 53 /2010, serta Perwal Kota
Tangerang Nomor 106 Tahun 2023 yang mengatur pemberian TPP berbasis kinerja dan
kehadiran. Kedua peraturan ini bertujuan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan
transparansi kinerja ASN.

Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala
seperti rendahnya kesadaran disiplin, lemahnya pengawasan kehadiran digital, dan belum
meratanya pemahaman terhadap sanksi disiplin menjadi tantangan serius. Kondisi ini
mendorong perlunya analisis yuridis mengenai efektivitas penerapan kedua regulasi
tersebut serta dampaknya terhadap kehadiran PNS di Sekretariat DPRD Kota Tangerang.
Perumusan Masalah

1.Bagaimana penerapan PP 94/2021 dan Perwal 106/2023 terhadap kehadiran PNS di
Sekretariat DPRD Kota Tangerang?
2.Apa faktor penghambat dan bagaimana strategi mengatasinya?
3.Bagaimana dampak penerapan kedua regulasi terhadap kedisiplinan dan kehadiran
PNS?
Tujuan Penelitian
1. Menganalisis ketentuan hukum dan implementasi PP 94 /2021 serta Perwal 106/2023
terhadap kehadiran PNS.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi peningkatan kepatuhan ASN.
3. Menilai dampak regulasi terhadap peningkatan kehadiran dan kinerja ASN.
Kajian Literatur (Literature Review)
Beberapa penelitian terdahulu relevan:
1. Muzanny (2019) menemukan bahwa disiplin waktu ASN masih bergantung pada
sistem pengawasan internal.
2. Nur Hamid (2024) menegaskan penerapan sanksi PP 94/2021 sering terkendala
pembuktian pelanggaran.
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3. Syahputra (2019) membuktikan adanya korelasi signifikan antara disiplin dan
motivasi terhadap kinerja ASN.

4. Penelitian ini memperbarui kajian dengan menambahkan analisis yuridis dua regulasi
baru (PP 94/2021 dan Perwal 106 /2023) dalam konteks empiris Sekretariat DPRD Kota
Tangerang

B. Metode

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan
deskriptif kualitatif.

Desain Penelitian (Research Design)

Desain penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan
menganalisis secara sistematis bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 106
Tahun 2023 diterapkan serta bagaimana keduanya berdampak terhadap tingkat kehadiran
PNS.

Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menjelaskan hubungan
antara norma hukum dan perilaku administratif pegawai negeri. Melalui pendekatan ini,
peneliti berusaha menilai tingkat efektivitas penerapan peraturan, menelaah peran
pengawasan internal, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi peningkatan
kedisiplinan ASN.

Desain ini menggabungkan unsur analisis normatif, berupa penafsiran terhadap
peraturan perundang-undangan dan teori hukum administrasi negara, serta analisis
empiris, berupa observasi dan wawancara terhadap pegawai yang menjadi objek
penerapan aturan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Tangerang, karena instansi ini
merupakan salah satu unit kerja pemerintahan daerah yang menerapkan sistem kehadiran
berbasis elektronik dan kebijakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diatur
langsung oleh Perwal 106/2023. Penelitian dilakukan selama Januari hingga Juni 2024,
dengan tiga tahap:

1. Tahap persiapan, meliputi pengumpulan bahan hukum dan penyusunan instrumen
wawancara.
2. Tahap pelaksanaan, berupa pengumpulan data di lapangan melalui observasi kehadiran,
wawancara dengan pejabat kepegawaian, serta pengumpulan dokumen laporan absensi.
3. Tahap analisis dan evaluasi, yaitu pengolahan serta interpretasi data sesuai dengan teori
hukum dan asas-asas administrasi pemerintahan.
Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data utama:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang secara langsung
menjadi dasar analisis:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,

24



2.

3.

c. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pemberian
Tunjangan Penghasilan ASN
Bahan hukum sekunder, meliputi hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku hukum
administrasi, tesis, laporan resmi BKPSDM, dan berbagai publikasi akademik yang
relevan dengan topik disiplin dan kinerja ASN.
Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia administrasi publik, serta data
administratif internal dari Sekretariat DPRD dan BKPSDM Kota Tangerang.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

1.

Identifikasi masalah hukum, yaitu menelaah permasalahan yang muncul dari
implementasi PP 94/2021 dan Perwal 106/2023 dalam kaitannya dengan kehadiran PNS.

. Inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, dengan mengelompokkan peraturan,

doktrin, dan teori yang relevan ke dalam struktur hierarki hukum.

. Studi kepustakaan, untuk memperkuat landasan konseptual dan menemukan teori yang

relevan, seperti teori kepastian hukum, efektivitas hukum, dan keadilan administratif.

. Observasi lapangan, dengan memantau langsung penerapan sistem kehadiran

elektronik, kebijakan pemotongan TPP, dan mekanisme pengawasan disiplin.

. Wawancara mendalam (in-depth interview), dilakukan dengan Kepala Bagian

Kepegawaian, staf administrasi, serta pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kota
Tangerang.

. Analisis data dan penarikan kesimpulan, dengan menautkan hasil temuan empiris

terhadap kerangka hukum normatif.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama:

1.

2.

Studi dokumen, untuk menelaah data kehadiran, laporan absensi, dokumen pelanggaran
disiplin, serta salinan regulasi yang menjadi dasar kebijakan.

Wawancara semi-terstruktur, menggunakan pedoman pertanyaan terbuka agar
responden dapat menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka terhadap penerapan
PP 94 /2021 dan Perwal 106/2023.

Selain itu, observasi non-partisipan dilakukan untuk melihat perilaku kehadiran dan

mekanisme absensi berbasis teknologi (fingerprint dan e-presensi) secara langsung.

Teknik Analisis Data
Data dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan deduktif-induktif:

. Secara deduktif, data peraturan dianalisis dari norma hukum umum menuju

penerapannya pada kasus konkret di Sekretariat DPRD.

. Secara induktif, hasil observasi dan wawancara disusun untuk menarik kesimpulan

umum tentang efektivitas regulasi.

Analisis melibatkan langkah-langkah:

1.
2.

3.

Reduksi data — memilih dan memfokuskan informasi yang relevan

Klasifikasi — mengelompokkan data menurut kategori tematik (disiplin, kehadiran,
motivasi, sanksi, sistem pengawasan)

Interpretasi hukum — menafsirkan temuan berdasarkan asas hukum administrasi dan
teori efektivitas hukum
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4. Penarikan kesimpulan — menyatukan hasil normatif dan empiris menjadi sintesis
ilmiah.
Reliabilitas dan Validitas Instrumen

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan
hasil wawancara, dokumen absensi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Validitas isi diperkuat dengan penggunaan instrumen wawancara yang dirancang
berdasarkan indikator kedisiplinan ASN sesuai P’ 94 /2021.

Reliabilitas data diuji melalui verifikasi silang (cross-check) antara hasil wawancara dari
beberapa responden dan catatan absensi elektronik. Dengan cara ini, hasil penelitian memiliki
tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Pertimbangan Etis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi etika akademik dan kode etik
penelitian sosial, yaitu menjaga kerahasiaan identitas responden, menggunakan data hanya
untuk kepentingan ilmiah, serta menghindari interpretasi yang dapat merugikan institusi.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang
komprehensif terhadap hubungan antara norma hukum disiplin ASN dan dampaknya
terhadap perilaku kehadiran PNS di Sekretariat DPRD Kota Tangerang, baik dari sisi
kepastian hukum maupun keadilan administratif.

C. Hasil dan Pembahasan
Gambaran Umum Penerapan Disiplin ASN di Sekretariat DPRD Kota Tangerang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan dan kehadiran Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Kota Tangerang mengalami perubahan signifikan
setelah diterapkannya dua regulasi utama:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
dan
2. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan

Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebelum diberlakukannya kedua peraturan tersebut, laporan absensi tahun 2020-2021
menunjukkan tingkat kehadiran rata-rata 63%, dengan tingkat keterlambatan harian
mencapai 27%. Setelah implementasi penuh pada tahun 2023, data menunjukkan
peningkatan kehadiran menjadi 87 %, serta penurunan pelanggaran disiplin ringan sebesar
40%.

Perubahan ini berkaitan langsung dengan penerapan sistem absensi elektronik (e-
presensi) dan mekanisme Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kehadiran dan
kinerja. Pegawai yang hadir tepat waktu dan tidak memiliki catatan pelanggaran
memperoleh TPP penuh, sedangkan pegawai yang terlambat atau tidak hadir tanpa
keterangan mengalami pemotongan proporsional.

Secara yuridis, PP 94/2021 memberikan dasar hukum yang kuat bagi setiap instansi
untuk menerapkan sanksi administratif terhadap ASN yang melanggar disiplin. Ketentuan
ini diperkuat oleh Perwal 106/2023 yang mengatur indikator kehadiran dan kinerja
sebagai variabel utama penentuan besaran tunjangan.
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Analisis Yuridis Implementasi PP 94 Tahun 2021

PP 94 /2021 menggantikan PP 53 /2010 dengan membawa pendekatan yang lebih tegas
dan akuntabel terhadap pelanggaran disiplin ASN. Regulasi ini mengatur tiga kategori
pelanggaran:

1. Pelanggaran ringan, seperti terlambat hadir atau meninggalkan tugas tanpa izin
singkat
2. Pelanggaran sedang, seperti tidak hadir tanpa alasan lebih dari tiga hari kerja; dan
3. Pelanggaran berat, seperti tindakan indisipliner yang mengganggu citra instansi atau
melanggar etika jabatan.
Di Sekretariat DPRD Kota Tangerang, implementasi PP 94/2021 dilakukan melalui
mekanisme:
1. Pemberian peringatan lisan/ tertulis oleh atasan langsung
2. Pencatatan pelanggaran dalam sistem kepegawaian (SIMPEG)
3. Pemotongan tunjangan kinerja/ TPP secara otomatis; dan
4. Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian DPRD Kota
Tangerang (2024), setelah PP 94 diterapkan, kesadaran pegawai terhadap kewajiban hadir
meningkat karena sanksi memiliki dasar hukum yang eksplisit dan konsekuensi finansial
langsung.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur Hamid (2024) yang menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi PP 94 sangat bergantung pada konsistensi pemberian sanksi
serta dukungan sistem administrasi digital yang mampu mencatat kehadiran secara
akurat.

Implementasi Peraturan Walikota Tangerang Nomor 106 Tahun 2023

Peraturan Walikota ini merupakan turunan kebijakan daerah yang memperjelas pola
pemberian tunjangan berbasis kinerja dan kehadiran. Pasal 5 hingga Pasal 8 Perwal
106/2023 menyebutkan bahwa TPP diberikan dengan mempertimbangkan:

1. Disiplin waktu dan kehadiran
2. Pencapaian kinerja individu; dan
3. Capaian kinerja unit kerja.

Di Sekretariat DPRD, penerapan sistem ini dilakukan dengan integrasi data absensi
fingerprint ke sistem TPP. Pegawai dengan kehadiran di atas 95% memperoleh tunjangan
penuh, sedangkan yang memiliki tingkat kehadiran di bawah 80% mengalami pemotongan
antara 10-40%. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa setelah sistem ini diterapkan, jumlah
pegawai dengan kehadiran sempurna meningkat dari 15% menjadi 62%, dan angka
keterlambatan turun hingga 35%. Namun, hasil wawancara dengan beberapa pegawai
menunjukkan bahwa belum semua memahami isi Perwal 106/2023 secara menyeluruh,
terutama mengenai kriteria objektif penilaian kinerja. Hal ini menyebabkan beberapa
pegawai merasa pemotongan TPP dilakukan tanpa transparansi yang memadai.

Dengan demikian, secara hukum, meskipun regulasi telah memberikan dasar yang
kuat, aspek sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ASN.
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Dampak Implementasi Regulasi terhadap Kehadiran dan Kinerja
Penerapan PP 94/2021 dan Perwal 106/2023 menghasilkan dampak positif terhadap
kedisiplinan ASN, terutama dalam hal:
1. Peningkatan kehadiran fisik pegawai di kantor
2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin administrative
3. Meningkatnya motivasi kerja karena sistem reward & punishment yang jelas; dan
4. Terciptanya transparansi akuntabilitas publik dalam manajemen kepegawaian.
Namun demikian, penelitian menemukan beberapa kendala yang bersifat struktural dan
kultural, yaitu:
1. Kelemahan pengawasan langsung, terutama pada hari-hari menjelang akhir pekan
atau hari libur panjang
2. Keterbatasan infrastruktur absensi digital, yang kadang mengalami gangguan
jaringan
3. Resistensi sebagian pegawai terhadap sistem berbasis kinerja, karena merasa sistem
ini terlalu “menghukum” tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi (misalnya sakit
atau kegiatan dinas luar)
4. Kurangnya pelatihan dan pemahaman regulasi, sehingga tidak semua pegawai

memahami hak dan kewajibannya dalam konteks PP 94/2021

Dari sisi teori hukum, implementasi ini mencerminkan penerapan teori kepastian
hukum (Hans Kelsen), karena norma yang jelas dan dapat diukur meningkatkan
kepatuhan ASN. Namun secara empiris, efektivitasnya juga bergantung pada teori
efektivitas hukum (Soerjono Soekanto), yang menekankan pentingnya dukungan struktur
birokrasi, budaya kerja, dan sarana teknis.

Analisis Perbandingan dengan Penelitian Lain

Temuan penelitian ini menguatkan hasil Muzanny (2019) yang menekankan bahwa
disiplin ASN sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan pengawasan manajerial.
Penelitian ini juga memperluas temuan Kamal (2023) bahwa insentif berbasis kinerja efektif
meningkatkan kehadiran apabila diikuti dengan sistem pengawasan digital yang
konsisten.

Namun berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini menyoroti sinergi
antara aturan nasional (PP 94/2021) dan kebijakan lokal (Perwal 106/2023) sebagai faktor
kunci yang menciptakan kejelasan hukum dan keadilan administratif. Sinergi ini
menunjukkan bahwa penegakan disiplin ASN tidak hanya bergantung pada aturan pusat,
tetapi juga pada inisiatif daerah dalam mengadaptasi kebijakan sesuai kebutuhan birokrasi
lokal.

Sintesis Hasil Analisis

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan kajian yuridis, dapat disimpulkan
beberapa temuan utama:

1. Penerapan regulasi disiplin dan kehadiran telah berjalan efektif secara normatif dan
administratif, meski belum merata di semua bagian.

2. Dampak positif paling nyata adalah peningkatan kehadiran, konsistensi waktu kerja,
dan kesadaran pegawai terhadap sanksi hukum.

3. Hambatan utama bersumber dari lemahnya komunikasi kebijakan, belum optimalnya
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infrastruktur digital, dan budaya kerja birokrasi yang masih permisif terhadap
pelanggaran ringan.

4. Sinergi hukum pusat dan daerah menciptakan kepastian hukum, tetapi masih
memerlukan aspek keadilan substantif berupa pembinaan moral dan integritas ASN.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kedua

regulasi tersebut bergantung pada kombinasi antara instrumen hukum yang tegas, sistem
administrasi yang transparan, dan budaya kerja yang disiplin serta partisipatif.

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik

kesimpulan bahwa :

1. Penerapan kebijakan PP No. 94 Tahun 2021 dan Perwal No. 106 Tahun 2023 terhadap
kehadiran PNS di Sekretariat DPRD Kota Tangerang telah meningkatkan disiplin
pegawai melalui absensi elektronik dan insentif berbasis kepatuhan. Namun,
efektivitasnya masih terhambat respons pegawai yang beragam akibat faktor
kesejahteraan, budaya kerja, dan psikologis, sehingga memerlukan pendekatan
holistik dan berkelanjutan.

2. Masalah kehadiran PNS di Sekretariat DPRD Kota Tangerang disebabkan kurangnya
pemahaman peraturan, sistem absensi yang tidak optimal, faktor pribadi, dan
penegakan disiplin yang tidak konsisten. Solusinya adalah sosialisasi peraturan,
perbaikan sistem absensi, konseling, sanksi bertingkat, dan pembinaan mental
spiritual. Peningkatan kepatuhan memerlukan integrasi pendekatan hukum-
psikologis-sosial serta komitmen semua pihak untuk menciptakan budaya disiplin
yang berkelanjutan.

3. PP No. 94 Tahun 2021 dan Perwal No. 106 Tahun 2023 berhasil meningkatkan
disiplin kehadiran PNS di Sekretariat DPRD Kota Tangerang melalui tunjangan
berbasis kinerja, penegakan aturan konsisten, peran aktif atasan, dan teknologi
absensi. Implementasi ini membuktikan bahwa efektivitas peraturan bergantung
pada keadilan prosedural dan internalisasi nilai disiplin untuk menciptakan birokrasi
profesional yang berorientasi pelayanan publik.
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